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A. Tingkat Ekonomi Berdasarkan Kelas

Faktor sosial ekonomi meliputi data sosial, yaitu keadaan penduduk,
keadaan keluarga, pendidikan, perumahan, dapur penyimpanan makanan,
sumber air, kakus. Sementara data ekonomi meliputi pekerjaan, pendapatan
keluarga, kekayaan, pengeluaran dan harga makanan yang tergantung pada
pasar dan variasi musim (Supriasa, 2002). Menurut Dalimunthe (1995),
kehidupan sosial ekonomi adalah suatu kehidupan sosial ekonomi
masyarakat yang menggunakan indikator pendidikan, pekerjaan dan
penghasilan sebagai tolak ukur.

Menurut pendapat Junaidi (1999)," dalam suatu masyarakat sering
dijumpai aneka ragam masyarakat, diantaranya ada yang kaya sementara
sebagian besar lainnya termasuk kategori miskin. Ada juga kita temukan
tingkat pendidikan sekelompok masyarakat yang mencapai jenjang
perguruan tinggi, tapi tidak sedikit pula kelompok yang lainnya yang hanya
lulus sampai tingkat sekolah lanjutan atau di bawahnya. Ini semua
menggambarkan bahwa dalam suatu masyarakat manapun selalu
memperlihatkan adanya strata sosial karena perbedaan tingkat ekonomi,
pendidikan, status sosial, kekuasaan dan lain-lain. Sistem pelapisan yang

terjadi dalam masyarakat disebut juga dengan stratifikasi sosisal. Menurut

'Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 210.
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Pitirim A Sorokin stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat
kedalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hearchis)”.?

Umumnya perbedaan masyarakat berdasarkan kepemilikan materi
disebut kelas sosial (social class). Menurut M. Arifin Noor secara umum
kelas sosial dapat dibagi kedalam tiga golongan, yakni:

1.  Kelas atas (upper class)

Mereka adalah golongan yang kaya raya seperti kelompok
konglomerat, kelompok eksekutif dan seterusnya. Pada kelas ini
segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan mudah sehingga
pendidikan anak memperoleh perioritas utama, karena anak yang
hidup pada kelas ini memiliki sarana dan prasarana yang memadahi
dalam belajarnya dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
tambahan sangat besar. Sehingga kondisi demikian tentu akan
membangkitkan semangat anak untuk belajar karena fasilitas belajar
mereka dapat terpenuhi oleh orangtua mereka.

2. Kelas menengah (middle class)

Kelas menengah biasanya diisi oleh kaum professional dan para
pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil. Biasanya ditempati oleh
orang-orang dengan tingkat yang sedang-sedang saja. Kedudukan
orang tua dalam masyarakat terpandang, perhatian mereka terhadap
pendidikan anak-anak terpenuhi dan mereka tidak merasa khawatir

akan kekurangan pada kelas ini, walaupun penghasilan yang mereka

2 Ibnu Ahmadi, llmu Sosial Dasar (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), 192.
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peroleh tidaklah berlebihan tetapi mereka mempunyai sarana belajar
yang cukup dan waktu yang banyak untuk belajar.
3. Kelas bawah (lower class)

Menurut Muliyanto Sumardi, kelas bawah adalah golongan yang
memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap
kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dalam kebutuhan
pokoknya. Mereka yang termasuk kedalam kategori ini sebagai orang
miskin dan kehilangan ambisi dalam merengkuh keberhasilan yang
lebih tinggi. Golongan ini antara lain pembantu rumah tangga,
pengangkut sampah dan lain-lain. Penghargaan mereka terhadap
kehidupan dan pendidikan anak sangat kecil dan sering kali diabaikan
karena ini sangat membebankan mereka. Perhatian mereka terhadap
keluargapun tidak ada, karena mereka tidak mempunyai waktu luang
untuk berkumpul dan berhubungan antar anggota keluarga kurang
akrab. Disini keinginan-keinginan seperti upper class itu kurang
karena alasan-alasan ekonomi dan sosial.®

Konsep tentang stratifikasi sosial tergantung pada cara
seseorang menentukan golongan sosial itu. Adanya golongan sosial
timbul karena adanya perbedaan status dikalangan masyarakat. Untuk

menentukan stratifikasi sosial dapat diikuti dengan tiga metode, yaitu:

¥ Muliyanto Sumardi dan Hans-Diecter Evers, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok (Jakarta: CV
Rajawali, 1982), 80-81.
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a. Metode obyektif, stratifikasi ditentukan berdasarkan Kriteria
obyektif antara lain jumlah pendapatan, lama atau tinggi
pendidikan dan jenis pekerjaan.

b. Metode subyektif, dalam metode ini golongan sosial
dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat menilai
dirinya dalam hierarki kedudukan kedalam kelompok ini.

c.  Metode reputasi, metode ini dikembangkan oleh W. Lyod
Wamer. Dalam metode ini golongan sosial dirumuskan menurut
bagaimana anggota masyarakat menempatan masing-masing
dalam stratifikasi masyarakat itu. Kesulitan penggolongan
obyektif dan subyektif adalah bahwa penggolongan itu sering
tidak sesuai dengan anggapan orang dalam kehidupan sehari-
hari yang nyata tentang golongan masing-masing.*

Menurut Badan Pusat Statistika, tingkat ekonomi di bagi atas tiga

bagian, yaitu :>

1.  Golongan masyarakat berpenghasilan tinggi yaitu masyarakat yang
dapat memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan jangka pendek
maupun jangka panjang tanpa ada rasa khawatir. Menjadikan
pendidikan bukan sebagai acuan kehidupan, menjadikan budaya
dalam keluarga untuk menjaga marwah. Rata-rata penghasilan (Rp.

2.500.000 — 3.000.000/bulan).

* 3. Nasuition, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 27.
® Data Badan Pusat Statistika.
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Golongan masyarakat berpenghasilan sedang yaitu masyarakat yang
dapat memenuhi kebutuhan hidup namun hanya pas-pasan.
Menjadikan pendidikan sebagai acuan kehidupan. Rata-rata
penghasilan (Rp. 1.500.000 — 2.500.000/bulan).

Golongan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu masyarakat yang
menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi
tingkat hidup yang minimal.Rata-rata penghasilan (< Rp.

1.500.000/bulan).

Konsep Kesejahteraan Ekonomi

1,

Tingkatan Kesejahteraan Menurut Teori Pareto

Kebanyakan ahli ekonomi menggunakan efisiensi Pareto,
sebagai tujuan efisiensi mereka. Menurut ukuran ini dari
kesejahteraan sosial, suatu situasi adalah optimal hanya jika tidak ada
individu dapat dibuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih
buruk. Kondisi ideal ini hanya dapat dicapai jika empat kriteria
dipenuhi. Rata-rata marginal substitusi dalam konsumsi harus identik
untuk semua konsumen (tidak ada konsumen dapat dibuat lebih baik
tanpa membuat konsumen yang lain lebih buruk). Rata-rata
transformasi di dalam produksi harus identik untuk semua produk
(adalah mustahil meningkatkan produksi setiap barang baik tanpa
mengurangi produksi dari barang-barang yang lain). Biaya sumber

daya marginal harus sama dengan produk pendapatan marginal untuk
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semua proses produksi (produk fisik marginal dari suatu faktor harus
sama dengan semua perusahaan yang memproduksi suatu barang).
Rata-rata marginal substitusi konsumsi harus sama dengan rata-rata
marginal transformasi dalam produksi (proses produksi harus sesuai
dengan keinginan konsumen).®

Ada sejumlah kondisi yang kebanyakan ahli ekonomi setuju
untuk diperbolehkan tidak efisien meliputi: struktur pasar yang tidak
sempurna (seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan
persaingan monopolistik), alokasi faktor tidak, kegagalan pasar dan
eksternalitas, diskriminasi harga, penuruanan biaya rata-rata jangka
panjang, beberapa jenis pajak dan tarif. Untuk menentukan apakah
suatu aktivitas sedang menggerakkan ekonomi ke arah efisiensi
Pareto dua uji kompensasi telah dikembangkan, setiap perubahan
pada umumnya membuat sebagian orang lebih baik selama membuat
orang yang lain tidak lebih buruk, maka uji ini menanyakan apa yang
akan terjadi jika pemenang mengganti kompensasi kepada yang
kalah. Kriteria yang paling banyak digunakan dalam menilai
ekonomi kesejahteraan adalah pareto criteria yang dikemukakan oleh
ekonom berkebangsaan Italia bernama Vilfredo Pareto. Kriteria ini
menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan (eg. Intervention)

dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada

® Dominick Salvatone, Teori Mikroekonomi (Jakarta : Erlangga, 2009), 56.
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(minimal satu) pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihakpun
yang dirugikan.’

Hal yang perlu diperhatikan dalam pareto criteria adalah pareto
improvement dan pareto efficient. Kedua hal ini akan mempengaruhi
pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi. Adapun yang
dimaksud dengan pareto improvement adalah jika keputusan
perubahan masih dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak
yang better off tanpa membuat pihak lain worse off. Pareto efficient
adalah sebuah kondisi di mana tidak dimungkinkan lagi adanya
perubahan yang dapat mengakibatkan pihak yang diuntungkan
(bettering off) tanpa menyebabkan pihak lain dirugikan (worsening
off).2

Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori
Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan,
yaitu pertama pareto optimal. Dalam tingkatan pareto optimal
terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti
akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Kedua
pareto non-optimal, dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya
kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang
lain. Ketiga, pareto superior. Dalam kondisi pareto superior
terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan

mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori

" bid., 57.
8 Ibid., 56.
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pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah

mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan

pemerintah yang dapat dilakukan.’
2.  Konsep Kejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam
Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat

Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam.
Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia
untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta
kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah).’® Ini
merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu
saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam
ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. Secara
terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.  Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting.
Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat
dan negara.

b.  Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan,
minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan,
keamanan serta system negara yang menjamin terlaksananya

kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi. **

9 -
Ibid., 58.
9 M. B. Hendrie, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta : ekonosia, 2003), 7.
1 Warkum Sumito, Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta: : Raja
Grafindo Persada, 2010), 17.
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c.  Penggunaansum berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat
dan tidak mubazir.

d.  Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan
secara adil dan merata.

e.  Menjamin kebebasan individu.

f. Kesamaan hak dan peluang.

0.  Kerjasama dan keadilan.

Chapra ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan
cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan
filosofis dan teoritis), bahwa umat Islam tidak perlu berpaling ke
Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya
dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada Islam. Dia mengamati
bahwa banyak negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas
Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat
dan Timur, dengan menerapkan system kapitalis, sosialis atau negara
kesejahteraan.Chapra menekankan bahwa selama negara-negara
Muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka
tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan
sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia
untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara

otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan magashid

meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan.12

12 Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 304.



34

Sementara itu konsep negara Sejahtera, yang mencoba
menggabungkan mekanisme harga dengan sejumlah perangkat
lainnya. Terutama pembiayaan kesejahteraan oleh negara untuk
menjamin keadilan, pada mulanya menimbulkan sebuah euphoria.’®
tetapi yang ternyata tidak. Penambahan pengeluaran untuk sektor
publik tidak dibarengi dengan suatu pengurangan ganti rugi dalam
klaim-klaim lain atas sumber-sumber, dengan defisit anggaran yang
membengkak meskipun telah ditetapkan beban pajak yang berat.
Keadaan itu menimbulkan pemakaian sumber-sumber daya semakin
memburuk, meningkatkan ketidakseim-bangan internal dan eksternal.
Masalah kemiskinan dan ketercabutan tetap berlanjut dan bahkan
semakin dalam. Kebutuhan-kebutuhan tetap tak terpenuhi. Ketidak
adilan justru semakin bertambah. Problem yang dihadapi Negara
Sejahtera adalah bagaimana menghapuskan ketidakseimbangan yang
diciptakannya. Sistem ini tidak memiliki mekanisme filter yang
disepakati selain harga untuk mengatur permintaan secara agregat,
dunia hanya bersandar sepenuhnya kepada mekanisme pasar untuk
menghapuskan ketidakseimbangan yang ada.

3. Hubungan Tingkat Kesejahteraan Dengan Perilaku Memilih

Perilaku politik merupakan hasil dari manifestasi sikap politik,

salah satu faktor yang mempengaruhi sikap politik masayarakat adalah

tingkat status sosial ekonominya. Disamping faktor tersebut faktor-

13 Sebuah rasa bahwa masalah alokasi dan distribusi telah diatasi secara ideal.
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faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi politik,
tingkat kesadaran politik, tingkat pengetahuan masyarakat
terhadap proses pengambilan keputusan, kontrol masyarakat terhadap
kebijakan publik, lingkungan, dan nilai budaya. Status sosial ekonomi
ialah kedudukan seseorang warga negara dalam pelapisan sosial yang
disebabkan kekayaan. Dengan status sosial ekonomi yang tinggi
diperkirakan seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan politik,
minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan yang
tinggi pada pemerintah.**

Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam
membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu.
Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang
bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas.
Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh
norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan
sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis
kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam
membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan
terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari
karakteristik sosial individu yang bersangkutan.™

Menurut Frank Lindenfeld, faktor utama yang mendorong

seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan

4 Ramlan Surbakti, Memahami 1lmu Politik ( Jakarta: Grasindo, 2003), 146.
15 Affan Gaffar, Javanese Voters (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 43.
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finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang
rendah menyebabkan seseorang merasa terasing dari kehidupan
politik, dan orang yang bersangkutanpun akan menjadi apatis.
Menurutnya, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki
kemapanan ekonomi. '

Pengaruh tingkat ekonomi individu di dalam masyarakat sebagai
unsur pembentukan partisipasi politik individu tersebut dalam konteks
mikro mempunyai korelasi antara keduanya. Surbakti menyatakan
“seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi
diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga
mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan
kepercayaan terhadap pemerintah”.’

Kemudian masyarakat yang miskin dalam sumber-sumber
ekonomi akan mengalami kesukaran untuk memenuhi tuntutan dan
harapan masyarakatnya yang akan menyebabkan timbulnya frustrasi
dan keresahan yang pada gilirannya melumpuhkan demokrasi.
Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan adalah salah
satu faktor penghambat kesadaran individu yang membentuk
masyarakat untuk dapat terlibat didalam politik dan pemerintahan
yang menimbulkan akses lumpuhnya demokratisasi di dalam sebuah

negara.'®

16 Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), 185.
7 surbakti, Memahami, 144.

18 1hid., 232.
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Kerangka Konseptual
Dapat dipaparkan teori yang berhubungan dengan permasalahan serta
didukung dengan penelitian yang relevan yang sudah dilakukan oleh

terdahulu, maka secara konseptual peneliti menggambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Tingkat Ekonomi (X) Perilaku pemilih (Y)

Dapat ketahui tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
tingkat ekonomi terhadap perilaku pemilih pada pemilihan Kepala Daerah
Sidoarjo tahun 2015. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

Tingkat Ekonomi

Ekonomi Atas

Ekonomi Menengah

Ekonomi Bawah




Perilaku Memilih
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Pemilih Kritis

Pemilih Pemilih
Rasional Tradisional
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Pemilih
Skeptis

U

Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2015

D. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang

kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoretis yang

diperoleh dari tinjauan pustaka.'® Jenis hipotesis dibedakan menjadi dua,

yaitu:

1.  HO (H nol), yaitu hipotesis yang menyatakan ketiadaan hubungan

antar variabel yang sedang dioperasionalkan.

2. H1 (H satu) atau disebut hipotesis kerja (Hk) dan Hipotesis alternatif

(Ha), yaitu hipotesis yang menyatakan keberadaan hubungan diantara

variabel yang sedang dioperasionalkan.

19

Nanang Martono,

Metode Penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis

Sekunder (Jakarta: 2010, Raja Grafindo Persada), 57.

Data
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Dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka diperoleh hipotesis

HO : Tidak ada pengaruh yang positif antara Tingkat Ekonomi
Terhadap Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo
Tahun 2015 Pada Masyarakat Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

H1 : Ada pengaruh yang positif antara Tingkat Ekonomi Terhadap
Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo Tahun

2015 Pada Masyarakat Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo



